
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG
NOMOR URUT. t2 TAHUN 2006

Menimbang

Mengingat

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG

NOMOR 12 TAHUN 2006

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG NOMOR 7 TAHUN 2905
TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN

BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANGMABA ESA

BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,

a.

|.

bahwa berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor E-
093/MK.01/20065, Peraturan Daerah Kabupaten
Sawahlunto/Sijunjung Nomor 7 Tahun 2005 termasuk
yang dipertimbangkan untuk dibatalkan:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud di atas, perhu diterapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung tentang Pencabutan
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang
Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

b.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam
lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
( Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25 y

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan RetribusiDaerah (Lembaran negara Tahun
1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Ncgara Nomor
3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 34 Tabun 2000 (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4048):
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3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten
Solok Selatan dan Kebupaten Pasaman Barat di

Propinsi Sumatera Barat ( Lembaran Negara Tahun
2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4348 y,

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53,Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4389 ),

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4437),

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Kcyangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Ncgara Nomor
4438),

7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat
D Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat TI

Sawaktunta/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat
DI Solok (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 50),

8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahan 2001
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4139),

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SJUNJUNG

Dan

BUPATI SAWAHLUNTOSSIJUNJUNG,



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTANPERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2095TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN BERKALAKENDARAAN BERMOTOR

Pasal i
Peraturan Daerah Kabupaten Sawahiunto/Sijunjung Nomor 7 Tahun 2005
tentang Retribusi Pengujian Berkata Kendaraan Bermotor ( Lembaran DaerahTahun 2005 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Daerah mi dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sawahtunto/Siyunjung.

Ditetapkan diMuaro Sijunjung
pada tanggal 14 Nopember 2006

BUPATI SAWAAHLUNTO/SIJUNJUNG,
Dto

DARTUS APAN
Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 20 Nopember 2006
SEKRETARIS DAERAH,

Dto

Dr. BAKRI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNGTAHUN 2006NOMOR 12

Salinan sesuai dengan asinya

”
KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM

la£2

NUARITA
Nip. 410012773,-



—

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAWAALUNTO/SIJUNJUNG
NOMOR URUT 11 TAHUN 2005

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 11!

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG

NOMOR 11 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANGMABA ESA

BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan arah dan kebijakan umum APBD
serta strategi dan prioritas APBD, yang telah disepakati
bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD dan
dengan adanya kebijakan Pemerintah Daerah yang
bersifat startegis serta terjadinya kebutuhan yang
mendesak, maka dirasa perlu dilakukan perubahan
APBD Tahun Anggaran 20065:

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Daerah Kabupaten Sawakhlunto/Sijunjung tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Sawahlunto/Sijunjung Nomor 9 Tahun 2006 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2006,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25),N

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahum 1985
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



10.

Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) :

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun
1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3685) sebagaimana telah diubah dengan Uridang-Urdang
Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952),

3.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran
Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3688),

4

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Tahun 19909 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3851),

5.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Womor
47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286),
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Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang
Peribentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupateri Solok
Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi
Sumarera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor
153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348),

1

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 46),

8

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 53),

0.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
" Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437),



11.

12

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat danPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004Nomor 126, Tambahan Lembaran NegaraNomor 4438),
Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentangDana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000Nomor 201),

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentangPinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024),
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentangKedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakit KepalaDaerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210,Tambahan Lembaran NegaraNomor4028),
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentangPajak Daerah (LembaranNegara Tahur 2001 Nomor 118,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138),
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentangRetribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139),
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentangPedoman Organisasi Perangkat Daerah (LembaranNegara Tahun 2003 Nomor 14),
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentangKedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan danAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (LembaranNegara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahkan LembaranNegara Nomor 4416), sebagaimana telah diubah denganPeratwan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (LembaranNegara Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan LembaranNegara Notnor 4540),

|

Peraturan Pemerintah Nomor S8 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor4578),
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20.

21.

23.

24.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002

ientang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan

Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan

Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah,

Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung
Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Tahun 2002 Nomor 26),

Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung
Nomor 28. Tahun 2002 tentang Kedudukan Keuangan
Bupati dan Wakil Bupati Sawahlunto/Sijunjung
(Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 28),

Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung
Nomor ! Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan

Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten
Sawahtunto/Sijuajung (Lembaran Daerah Tahua 2005
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 7 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Nomor 7.
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7),

Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung
Nomor 9 Tahun 2006 ieniang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah
Tahun 2006 Nomor 9),

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SITUNJUNG

-

dan

BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,



MEMUTUSKAN -

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2066.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006
semula berjumlah sebesar Rp.274551.735.341,00 bertambah sebesar
Rp.13.270.368.124,00 menjadi sebesar Rp.287.822.101.465,00 dengan rincian
sebagai berikut :

1. Pendapatan :
2. Semula Rp. 273.790 903.447,00
b. Bertambah Rp. 6.623.870.784.00
Cc. Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan ........ Rp.280.414.774.231,00

2. Belanja :
a. Semula Rp. 274.551.733341,00
b. Beriambah Rp. 16.615.337.074,00

Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp. 291.167.070.415.06
Defisit setelah Perubahan ..............(Rp. 10.752.296.184,00)

3. Pembiayaan :
2. Penerimaan

a. Semula Rp. 19.837.829.894,00
b. /'Berkurang Ro. 16491 455.29000

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan....Rp. 36.329 296.184,00

b. Pengeluaran
1) Semula Rp. 19.077.000.000,00
2) Bertambah Rp. 6.500000.000.00

Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan...Rp. 25.577.900.009.00

Pembiayaan setelah Peruhahan.... ......Rp. 10.752.296.184,00



Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampwan Peraturan Daerah ini yang
terdiri dari:
LL Lampiran! Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah,

2. Lampiran II Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:

3. Lampiran III Daftar Rekapitulasi APBD Menurut Bidang Pemerintahan dan
Unit Organisasi,

4. Lampiran TV Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan:

5. Lampiran V Daftar Piutang Daerah,

6. Lampiran VI Daftar Pinjaman Daerah,

7. Lampiran VII Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah,

8. Lampiran VIII Neraca Daerah: dan

9, Lampiran IX Daftar Dana Cadangan

10 Lampiran X Rekapitulasi Belanja (BOP dan BM) Setelah Perubahan
APBD Menurut Bidang Kewenangan, Unit Organisasi, Program dan
Kegiatan.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Bupati menetapkan Peraturan
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.



Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tangyal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Sawahjunto/Sijunjung.

1g

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
padatanggal 14 Nopember 2006

BUPATI SAWAHLUNTO/SLTUNJUNG,

Dto

DARIUS APAN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 14 Nopember 2006

SEKRETARIS DAERAH,

Dto

Drs. BAKRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/SITUNJUNG
TAHUN 2006 NOMOR H1

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BA HUKUM & HAM,

Nip. 410012773,-

..
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